BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19, singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang dapat diartikan
sebagai penyakit yang menyerang saluran pernapasan manusia. Saat ini, dunia
tengah berjuang melawan pandemi Covid-19 ini, tentu bukan hal yang mudah
terlebih lagi virus ini sangat cepat menular. Hingga hari ini (18/3/2021) berdasarkan
data dari laman covid19, total kasus covid-19 di dunia mencapai 120.383.919 kasus
yang mana sebanyak 2.664.386 orang meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia
sendiri kasus yang sudah terkonfirmasi 1.443.853 kasus dan angka sembuh
sebanyak 1.272.958 orang dan angka kematian sebanyak 39.142 orang. Pertama
kali munculnya Covid-19 di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah
dengan sejumlah kasus terbanyak. Akan tetapi seiring berjalannya waktu angka
positif Covid-19 tertinggi diduduki oleh Provinsi Jawa Timur dan Surabaya
menjadi Kota yang paling banyak menyumbang.'

Pandemi yang muncul pertama kali di Kota Wuhan, Tiongkok ini
memberikan imbas yang besar pada perekonomian negara-negara di dunia termasuk
Indonesia yang mana nantinya ekonomi global akan melambat dan akan sangat
mempengaruhi dunia perindustrian. Beberapa dampak yang merugikan bagi dunia
Industri di antaranya: Pertama, tekanan besar yang dialami oleh perusahaan
manufaktur otomotif mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Kedua, sektor

pariwisata, transportasi, perhotelan, restoran, dan lain-lain yang juga mengalami
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kerugian dan tidak berjalan dengan baik karena adanya kebijakan physical
distancing, PSBB dan lain sebagainya. Ketiga, industri perfilman, media, dan pers
yang harus menunda sytuting, penayangan film, pencarian konten dan beritapun
mejadi terhambat. Dampak-dampak di atas mengakibatkan banyaknya para pekerja
yang terkena PHK. Penurunan penghasilan dan usaha-usaha yang mengalami
kerugian bahkan harus menutup usahanya.?

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia untuk
meminimalisir angka kasus positif Covid-19 ini yakni dengan cara penerapan
pyhsical distancing, work form home (WFH), penggantian kegiatan belajar mengajar
dari tatap muka menjadi daring kepada seluruh tingkat pendidikan baik formal
maupun non formal. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan berbagai upaya
lainnya.

Pemerintah selain melakukan kebijakan untuk penaganan medis, juga
membuat berbagai program kebijakan yang bisa membantu masyarakat langsung.
Berbagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti
uang tunai, sembako, atau pemotongan tagihan tarif listrik dan lain sebagainya yang
pada saat seperti ini tentu banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang terimbas
dampak pandemi Covid-19 dan disalurkan dengan harapan dapat mencukupi
kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama dari bantuan-bantuan tersebut adalah untuk
menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi
kelompok rentan yang terdampak dari adanya Covid-19 ini. Kelompok rentan yang
dimaksud adalah pekerja yang tidak menentu dalam hal jam kerja, kontrak, lingkup

serta jaminan. Banyaknya para pekera yang di PHK akan menambah jumlah
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kelompok rentan di Indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19 ini masyarakat
rentan memperoleh banyak bantuan dari pemerintah. Namun semenjak munculnya
pandemi ini pemerintah mengeluarkan bantuan sosial khusus.

Bantuan sosial khusus ini perlu dikeluarkan karena banyaknya para pekerja
informal yang mengalami penuruan drastis bahkan sampai kehilangan penghasilan
akibat kebijakan-kebijakan yang ada, semakin bertambahnya kelompok rentan
dikarenakan banyak perusahaan yang memutus hubungan kerja dengan para
pekerjanya (Lestary J. Barany. 2020. 3) serta penurunan kemampuan daya beli
masyarakat.

Pemerintah telah membuat berbagai program bantuan berupa: Satu,
Pemberian PKH (Program Keluarga Kedua Harapan) kepada 10 juta keluarga
penerima dengan total anggaran sebanyak Rp. 37,4 Triliun. Kedua, pemberian kartu
sembako kepada 20 juta penerima’ yang mana setiap orang menerima bantuan
tersebut sebesar Rp.200.000 perbulan. Ketiga, penerbitan kartu prakerja kepada
5,6juta orang dengan memberikan insentif setelah pelatihan sebesar Rp. 600.000
selama 4bulan. Keempat, pemberian diskon-tarif listrik untuk 900 VA dan
pembebasan tarif listrik 450 VA. Kelima, bantuan sosial yang dibagi menjadi 3
(bantuan khusus bahan pokok sembako untuk masyarakat DKI Jakarta, bantuan
sembako untuk masyarakat di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan bantuan
sosial langsung tunai untuk masyarkat di luar Jabodetabek) yang mana jumlah
bantuan terseebut sama, senilai Rp 600.000 dan diberikan selama 3 bulan dan akan
diperpanjang. Keenam, pengalokasian dana desa untuk bantuan sosial di desa selama

3 bulan sebesar Rp.600.000 tiap bulannya untuk 10 juta keluarga penerima, dan



bantuan bantuan lainnya.’

Dari berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah, penulis hanya
fokus meneliti mengenai jenis bantuan yakni Bantuan Langsung Tunai yang berasal
dari dana APBD Kota Padang yang bernilai Rp.200.000 dan telah disalurkan oleh
Pemerintah Kota Padang selama 2 kali kepada masyarakat. Penyaluran bantuan ini
sudah dirasakan selama 2 kali pemberian pemerintah kepada masyarakat Kota
Padang. Akan tetapi, data yang dimiliki baik oleh daerah yang digunakan sebagai
data sasaran penerima bantuan;sosial dapat' berpotensi-tidak sasaran. Sebab pada
umumnya data yang ada telah usang dan tidak relevan bagi dengan orang yang

membutuhkan saat ini.

Sebelumnya mengenai beberapa bansos yang diberikan pemerintah kepada
masyarakat terdampak berupa program keluarga harapan (PKH) yang anggarannya
mencapai Rp 37,4 triliun, Kartu Sembako dengan anggaran Rp 43,6 triliun,
pembebasan dan diskon listrik-yang anggarannya mencapai Rp 61,69 triliun.
Selanjutnya bansos terhitung dari bulan Juli-Desember Jabodetabek sebesar Rp 6,8
triliun, bansos tunai non- Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun. Sedangkan bantuan
langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 31,8 triliun, dan kartu Pra Kerja sebesar
Rp 20 triliun.*

Namun, pemotongan bantuan sosial ini terjadi semenjak bulan Juli-

Desember menjadi Rp.300.000 per bulan dari yang tadinya Rp.600.000 perbulan.
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Dynamic governance merupakan salah satu dari perkembangan konsep good
governance, sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid
dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip, demokrasi, pasar yang efisien,
penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pecegahan korupsi baik secara politik
maupun administratif. Dalam good governance ini terdapat 8 asas yang berkaitan
dengan good governance yaitu akuntabel, transparansi, responsif, adil dan inklusif,
efektif dan efesien, mengikuti aturan hukum, partisipasi. Kapabilitas dynamic
governance sangat cocok untuk meninjau ulang bagaimana dana bantuan langsung
tunai ini disebarkan masyarakat, didalamskapabilitas-ini.terdapat tiga aspek yaitu
thinking again, thinking ahead, thinking acroos yang bisa memberi bantuan kepada
peneliti untuk menggunakan konsep ini.

Fakta yang terjadi di Kota Padang yang disampaikan oleh Gubernur
Sumatera Barat yang menyampaikan amburadulnya data bansos yang diberikan oleh
pemerintahan pusat. Dynamic governance berusaha mengubah haluan organisasi
yang memungkinkan kita dapat terus berpacu di tengah jalan mulus. Menjadikan
lingkungan sebagai kawan yang senantiasa dapat mendatangkan berbagai
keuntungan. Neo dan Chen (2007) dalam buku berjudul dynamic governance juga
menegaskan bahwa dynamic governance adalah sebuah konsep yang menekankan
bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah disusun
agar mampu beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian dan perubahan sehingga
dapat tetap relevan dan efektif untuk mencapai tujuan dan keinginan-keinginan
jangka panjang.’

Dynamic governance ini sangat popular di era milenial yang sangat cepat
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mengalami perubahan di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali
penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari perkembangan yang begitu pesat
dari teknologi informasi. Namun, hal mendasar terhadap yang harus efektif dan
efesien. Era milenial yang begitu cepat perkembangan pada akhirnya mengubah
fokus mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelengaraan pemerintah tidak hanya
dilihat dari kemampuan pemerintah untuk merumuskan, melaksanakan, dan
mengontrol berbagai kebijakannya semata. Dimana lembaga pemerintah yang
dinamis mempengaruhi proses pembangunan ekonomi yang tengah berjalan dan
beragam perilaku sosial melalui kebijakan-kebijakan,-aturan dan struktur-struktur
yang menciptakan insentif dan sekaligus pembatasan untuk beragam aktivitas
langsung. Dynamic governance yang merupakan outcome yang diharapkan,
terwujud manakalah kebijakan-kebijakan tersebut adaptif dilaksanakan. Adaptasi
adatas kebijakan ini tidak dilakukan secara pasif, akan tetapi proaktif melalui
berbagai inovasi, kontekstualisasi dan implementasi.- Adapun yang menjadi dasar
dari proses menghasilkan dynamic,governance adalah landasan nilai budaya. Nilai
budaya ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku.

Tiga kapabilitas, yakni thinking ahead, thinking again, dan thinking across
yang memfasilitasi kebijakan-kebijakan adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan
termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan dari Lembaga-lembaga
pemerintah sehingga mereka senantiasa terus belajar, berinovasi dan beradaptasi
dengan perubahan.b

Salah satu kapabilitas dari dynamic governance adalah thinking again.

Pemerintah Kota Padang saat ini sedang melakukan proses evaluasi terkait

® Rahmatunnisa, M. (2019). Dialektika konsep dynamic governance. Jurnal Academia Praja, 2(02).



kelanjutan tahapan pemberian Bantuan Langsung Tunai dari APBD Kota Padang
kepada masyarakat terdampak virus corona. Walikota Padang, Mahyeldi
Ansharullah kepada Padang Expres mengatakan, kelanjutan pemberian Bantuan
Langsung Tunai dari dana APBD sedang dalam tahap evaluasi.” Namun dalam
proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemkot Padang baru mengevaluasi terkait
kelanjutan pemberian Bantuan Langsung Tunai tetapi belum mengkaji terkait
sasaran pemberian Bantuan Langsung Tunai.

Berdasarkan tinjauan penelitian ;terdahulu _yang membahas mengenai
Bantuan Langsung Tunai di Kota Padang yaitu yang pertama : Indra Purwanto pada
tahun 2020 dengan judul “Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial
Covid-19 Sesuai Peraturan Mernteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019” yang
menunjukkan mekanisme pengelolaan bantuan sosial yang dilaksanakan pada
Kelurahan Pangkalan Mashyur dimulai dengan pendataan penerima bantuan yang
dilakukan oleh Kepala Lingkungan kemudian di koordinasikan kepada Kantor
Kelurahan dan pimpinan di atasnya serta penyaluran bantuan dari Kelurahan melalui
Kepala Lingkungan sampai kepada masyarakat yang sudah terdata sebelumnya.
Kemudian pengelolaan bantuan sosial di Kelurahan Pangkalan Masyhur sudah
sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa masyarakat yang
tidak mendapatkan bantuan di Kelurahan Pangkalan Masyhur disebabkan oleh

kepesertaan ganda yang dimiliki oleh masyarakat dalam menerima bantuan sosial.®
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada teori yang
digunakan pada penelitian dan situasi yang ada di Kota Padang dilakukan saat
pandemi sedang mewabah di seluruh dunia dan peneliti berfokus kepada pengelolaan
bantuan langsung tunai di Kota Padang dan menjawab pertanyaan masyarakat Kota
Padang masalah bantuan yang masih salah sasaran. Mengenai data yang terkait
tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran, maka konsep dari
dynamic governance dapat digunakan untuk mengkaji fenomena Bantuan Langsung
Tunai (BLT) tersebut masih kurang tepat sasaran. Karena kapabilitas dari dynamic
governance menyangkut kemampuan untuk menilai kinerja strategi, kebijakan dan
program yang ada, untuk kenmudian di desain kembali untuk mencapai hasil yang
lebih baik. Karena mengenai bantuan langsung tunai ini sangat diharapkan oleh
masyarakat kalangan bawah yang terdampak berat dalam segi ekonomi karena
pandemi Covid-19.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dipaparkan terdapat kebaruan dalam
penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian terdahulu terfokus membahas ketepatan
pengelolaan Dana Bantuan Sosial-Covid-19 Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial
RI No0.20 Tahun 2019 merupakan program yang dibuat oleh pemerintah daerah
dengan pemerintah pusat. Namun, sistem tata kelola pendataan yang tidak sinkron
antara pemerintahan pusat dan daerah menyebabkan terjadinya tumpah tindih data
penerima bantuan sosial. Penelitian ini lebih memakai teori keagenan dan memakai
prinsip good governance dalam penelitian mengenai bantuan sosial. Sebagaimana
penjelasan dari penelitian terdahulu yang mengatakan diketahui bahwasanya
masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan di Kelurahan Pangkalan Masyhur

disebabkan oleh kepesertaan ganda yang dimiliki oleh masyarakat dalam menerima



bantuan sosial. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud menawarkan satu
pendekatan yang relatif dalam menjelaskan program Bantuan Langsung Tunai yaitu
Kapabilitas Dynamic Governance menggunakan tiga aspek yaitu thinking ahead,
thinking again, thinking across.

1.2 Rumusan Masalah

Semenjak adanya pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat tepatnya
pada 25 Maret 2020 lalu telah membuat sejumlah para pekerja harus diterima di
PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) Sumbar setidakhya édanyd Covid-19 telah menagkibatkan 35.457
warga Sumatera Barat yang sebelumnya bekerja kini menjadi pengangguran. Dari
35.457 warga Sumbar yang menganggur akibat pandemi Covid-19 itu datang dari
seluruh daerah yakni 19 Kabupaten dan Kota di Sumbar. Dimana pengangguran
akibat Covid-19 yang terbanyak terjadi di Kota Padang dan disusul oleh Kabupaten
Padang Pariaman serta Kabupaten Pesisir Selatan.’

Dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini tidak hanya
aspek ketenagakerjaan, namun juga menyinggung aspek ekonomi. Pengelola hotel
dan restoran di Padang mengalami pengangguran transaksi hingga Rp174 miliar
akibat Covid-19. Ini diketahui berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Karena kebijakan yang dilakukan
oleh Pemerintah Pusat yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentu
Pemerintahan Daerah juga melakukan hal yang sama. Kota Padang salah satu yang

mengikuti PSBB. PSBB yang dilakukan selama dua bulan lebih dan tidak adanya
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kunjungan wisatawan membuat transaksi hotel dan restoran mengalami penurunan.
Aspek perekonomian di Kota Padang tentu tidak hanya hotel yang
mengalami penurunan pendapatan, restoran dan pedagang kaki lima di lokasi wisata
juga mengalami kerugian karena lokasi wisata juga tidak adanya pengunjung yang
mengunjungi wisata tersebut karena kebijakan PSBB yang dilakukan oleh
pemerintah. Kemudian, penurunan tersebut juga berdampak bagi penerimaan
pendapatan asli daerah Kota Padang sebesar 25 persen atau Rp250 miliar.!’ Kota
Padang merayakan tepat sudah 351 usia Kota Padang. Semua kemajuan dan berbagai
prestasi pembangunan telah béfhésii diraih ‘di Kota Padang sampai saat ini. Akan
tetapi perayaan yang dilakukan oleh Kota Padang pada ulang tahun ke 351 tahun ini
tidak terlalu meriah karena adanya pandemi virus Covid-19 di Kota Padang.
Walikota Padang Mahyeldi mengatakan, adapun yang menjadi perhatian
serius bagi Kota Padang saat ini yaitu menyikapi Covid-19. Pemerintah Kota Padang
terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19. Salah satu
program yang dilakukan oleh ‘pemko Padang' bekerja sama dengan Fakultas
Kedokteran (FK) Universitas Andalas (Unand) membentuk kongsi Covid-19
berbasis RT/RW untuk mempermudah koordinasi sekaligus sinergi dalam mengatasi
pandemi Covid-19. Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan, lewat
kongsi ini, Pemkota Padang dan FK Unand saling menumbuhkan semangat
kepedulian bersama dan memberikan dukungan untuk kesembuhan warga yang

terkonfirmasi positif. Kemudian, memberikan edukasi pola hidup sehat kepada

19 Merdeka.com Pandemi Corona, Transaksi Hotel dan Restoran di Padang Berkurang hingga Rp 174
Miliar https://www.merdeka.com/peristiwa/pandemi-corona-transaksi-hotel-dan-restoran-di-
padang-berkurang-hingga-rp 1 74-miliar.html Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2021
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masyarakat agar tidak terpapar virus corona.!! Kongsi Covid-19 berbasis RT/RW
akan diterapkan di seluruh kelurahan di Kota Padang, terutama kelurahan yang
masih berada dalam zona merah. KepalaDinas Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani
Hamid menambahkan, lewat program ini, pemerintah dan FK Unand memberikan
edukasi kepada masyarakat tentang apa itu Covid.19. kemudian, cara mengantisipasi
penyebarannya, sekaligus upaya masyarakat memberikan perlindungan dan
membantu penyembuhan pasien Covid-19.!2

Peluncuran penggunaan yaksin sinovac bagi masyarakat Kota Padang
merupakayan upaya di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemko Padang.
Peluncuran penggunaan vaksin ini tentu perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat
memahami pentingnya penggunaan vaksin guna meningkatkan kekebalan tubuh
menghadapi Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang menjelaskan, vaksin
sinovac tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan serta dijamin
kehalalannya sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 2 tahun
2021. Kadis juga menegaskan, vaksin bukan merupakan obat. Vaksin adalah bagian
dari upaya pencegahan. Vaksin juga bukan pengganti protokol kesehatan.
Menjalankan protokol kesehatan adalah suatu kewajiban dalam upaya mencegah
penyebaran dan melindungi diri dari terpapar Covid-19.

Pemerintah Kota Padang mengajukan persetujuan mengenai Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB dilakukan di Kota Padang mencegah dan

memutus penyebaran virus corona yang sudah mewabah saat ini. Walikota Padang

! Sumbar.inews.id Fakultas Kedokteran Unand dan Pemkot Padang Bentuk Kongsi Covid-19
Berbasis RT/RW https://sumbar.inews.id/berita/fakultas-kedokteran-unand-dan-pemkot-padang-
bentuk- kongsi-covid-19-berbasis-rtrw Diakses pada 11 Juni 2021
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Mahyeldi Ansharullah mengatakan sebenarnya sudah melakukan sebagian dari
PSBB itu. Misalnya, pemberlakukan aturan jam malam, pembatasan jumlah mobil
yang masuk ke Kota Padang dan meniadakan belajar di sekolah. Pemkot Padang
juga mengimbau warga untuk mengenakan masker. Pemkot Padang juga sudah
menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar. Anggaran tersebut untuk membantu
masyarakat yang terdampak dari pemberlakuan PSBB.!3 Bantuan Langsung Tunai
merupakan salah satu upaya dalam aspek ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah untuk mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu
dalam masa pandemi Covid-19. Bantuan ini tentu sangat berguna bagi masyarakat yang
kurang mampu akibat adanya Covid-19 karena banyaknya aspek yang terkena
akibatnya seperti para pedagang kaki lima dan pedagang-pedagang kecil lainnya.
Pemerintah Kota Padang akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
senilai Rp37 miliar kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Dana
yang disalurkan merupakan BLT tahap dua dan tiga. Bantuan senilai Rp 37 miliar
akan diserahkan ke 62.127 kepala keluarga (KK) di Kota Padang yang telah
melakukan tahap evaluasi, identifikasi, dan verifikasi ulang data penerima di
masing-masing kelurahan. Hendri menambahkan, ada penurunan jumlah penerima
BLT pada tahap kedua, dari tahap sebelumnya mencapai 77.000 hingga 62.127
Kartu Keluarga yang menerima Bantuan Langsung Tunai.'* Bantuan Langsung
Tunai (BLT) dari Pemerintah Kota Padang kepada masyarakat yang terdampak

Covid-19. Proses pencairan BLT Kota Padang berbeda dengan BLT Provinsi

13 Regional.kompas.com Pemkot Padang Siapkan Rp 200 Miliar untuk PSBB
https://regional.kompas.com/read/2020/04/14/12094291/pemkot-padang-siapkan-rp-200-miliar-
untuk-psbb?page=all Diakses pada 11 Juni 2021

14 Sumbar.inews.id Pemkot Padang Akan Salurkan BLT Senilai Rp37 Miliar ke 62.127 KK
https://sumbar.inews.id/berita/pemkot-padang-akan-salurkan-blt-senilai-rp37-miliar-ke-62127-kk
Diakses pada 10 Oktober 2021
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Sumbar. Pada BLT Kota Padang tidak melakukan pencairan lewat PT POS. BLT
Kota Padang melakukan pencairan dengan cara memberikan kepada kelurahan baru
dibagikan kepada masyarakat yang terdampak oleh Covid-19. Lalu, kelurahan yang
sudah mendapatkan BLT itu diserahkan kepada RT setempat, kemudian baru
diteruskan ke masyarakat. Permasalahan BLT yaitu adanya masyarakat mengaku
belum menerima BLT Corona, lalu masyarakat menyampaikan ke Anggota DPR.
Sejumlah warga di Padang mengeluh belum menerima bantuan langsung tunai
(BLT) terkait penyebaran virus corona. Mereka pun menyampaikan ke Anggota
DPR, Andre, yang sedang ke daerah pemilihannya.!> Salah satu warga, Nazar,
mengaku heran permasalahan BLT corona di Kota Padang tak kunjung selesai.
Padahal, katanya, Pemko Padang |berjanji memberi uang tunai Rp 600 ribu per
kepala keluarga setiap bulannya sejak April 2020. Sampai akhir Juli 2020, warga
baru menerima satu kali pencairan.

Permasalahan data pada penerimaan BLT masih menjadi masalah. Pemkot
Padang minta kelurahan verifikasi ulang data terkait data penerima bantuan sosial
ini. Karena BLT dibagikan dengan beberapa tahap dan setiap yang menerima harus
dipastikan penerima belum pernah dapat sama sekali. BLT dilakukan pemangkasan
data tiap keluarnya BLT di kota Padang karena kemampuan keuangan kita terbatas
maka untuk penerima BLT kita putuskan bagi yang belum dapat sama sekali.!¢
Sejumlah penerima bantuan langsung tunai di Kota Padang mengaku tidak

mengetahui secara pasti jadwal pembagian itu. Karena jika merujuk kepada

15 News.detik.com Ngaku BLT Corona Belum Diterima, Warga Kota Padang Ngadu ke Anggota
DPR  https://news.detik.com/berita/d-5110845/ngaku-blt-corona-belum-diterima-warga-padang-
ngadu- ke-anggota-dpr Diakses pada 11 Juni 2021

16 Sumbar.inews.id BLT Tahap II, Pemkot Padang Minta Lurah Verifikasi Ulang Data
https://sumbar.inews.id/berita/blt-tahap-ii-pemkot-padang-minta-lurah-verifikasi-ulang-data
Diakses pada 12 Juni 2021
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Peraturan Wali Kota (Perwako nomor 33 tahun 2020, pasal 5 ayat 1, bantuan
diberikan dalam bentuk uang sebsar Rp200 ribu per kepala keluarga setiap bulan.!”
Berdasarkan data dan fakta yang telah peneliti jabarkan, peneliti berasumsi bahwa
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan kepada masyarakat Kota Padang
pada masa pandemi Covid-19 yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang
mengalami salah sasaran kepada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak
menerima bantuan tetap mendapatkan bantuan langsung tunai yang diberikan oleh
pemerintah Kota Padang. Data yang digunakan oleh pemerintah Kota Padang
menurut peneliti masih’ menggunakan data yang'lama jadi perlu dikaji dengan
menggunakan konsep kapabilitas dynamic governance agar bantuan langsung tunai
yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang dapat disalurkan kepada masyarakat
yang benar-benar berhak menerima bantuan tersebut atau masyarakat yang memang
belum menerima bantuan pada masa pandemi covid ini. Masyarakat memang
terdampak seluruhnya karena pandemi yang melanda Indonesia terkhusus Kota
Padang. Namun, dengan menggunakan konsep dynamic governance maka bantuan
langsung tunai yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang bisa sesuai dengan apa
yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang didapat dari
permasalahan di atas yaitu: Bagaimana pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Di Kota Padang ditinjau dari aspek kapabilitas dynamic governance agar Bantuan
Langsung Tunai (BLT) dapat tersalurkan kepada yang layak menerima bantuan

tersebut ?

17 Nasional kompas.com Penerima BLT Tidak Tahu Jadwal Pembagian
https://nasional.kompas.com/read/2008/09/17/00131091/penerima.blt.tidak.tahu.jadwal.pembagian
Diakses pada 12 Juni 2021
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan,
maka tujuan dari penelitian ini menjelaskan penerapan kapabilitas dynamic
governance dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Padang
pada masa pandemi sehingga Bantuan Langsung Tunai ini dapat tersalurkan kepada
masyarakat Kota Padang yang layak mendapatkan bantuan.
1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan gambaran tentang pengelolaan Bantuan Langsung
Tunai (BLT) di masa pandemi‘yvang diberikan oleh Pémerintah Kota Padang dengan
menggunakan kapabilitias dynamic governance, sehingga penelitian ini dapat
menambah atau digunakan sebagai referensi dalam penelitian terkait pengelolaan
bantuan langsung tunai (BLT).

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini telah memberikan kontribusi pada Ilmu Politik terutama dalam
menjelaskan kegagalan dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT)
dari perspektif dynamic governance, penjelasan ini jarang diberikan oleh peneliti
sebelumnya yang lebih banyak melihat masalah mengenai bantuan langsung tunai

dengan menggunakan perspektif good governance.
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